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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dideskripsikan pad Bab-bab 

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Profesionaliseme Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan 

Pemerintahan Desa Timbulon belum sesuai dan masih jauh dengan apa yang 

menjadi tujuan diadopsinya asas profesionalitas kedalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta prinsip Kepemerintahan Yang Baik 

(Good Governance) dan Pemerintahan yang Bersih (Clean Goverment) 

sebagai mana yang menjadi tujuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Kolusi, Korupsi 

dan Nepotisme. Sehingga pelaksanaan pemerintahan yang efektifitas dan 

efisiensi, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib penyelenggaraan 

kepentingan dan keterbukaan, partisipatif  belum bisa tercapai. Hal terseubut 

dikarenakan dalam Pemerintahan Desa Timbulon masih adanya praktek 

mengutamakan kepentingan keluarga daripada kepentingan umum, sifat 

egoisme, sistem chack and balance antara dua lembaga, keharmonisan dan 

kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD, Pemerintah Desa dengan 

masyarakat, dan kesadaran untuk menjalankan tugas yang dibebankan oleh 

undang-undang. 

2. Setelah mencermati faktor-faktor penyebab belum profesionalisme 

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Timbulon serta upaya-
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upaya yang dilakukan dapat dinyatakan bahwa Pelaksanaan Pemerintahan 

Desa Timbulon belum tertib kepentingan umum, belum tertib 

penyelenggaran pemerintahan, belum efektif dan efisien dan belum 

transparansi. Hal tersebut  dikarenakan : 

a. Budaya ketergantungan (pasif atau menunggu) Aparatur Desa dan 

BPD yang telalu tinggi terhadap Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten sehingga belum mampu 

bersifat aktif untuk merespon segala tuntutan dalam penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa. 

b. Minimnya jaminan kesejahteraan Aparatur Desa dan BPD 

menyebabkan Aparatur Desa mecari pendapatan tambahan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga berdapak pada 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum tertib umum dan belum 

tertib penyelenggaraan pemerintahan. 

c. Minimnya sarana dan fasilitas beserta rendahnya sumber daya 

Aparatur Desa dan BPD menyebabkan pelaksanaan tugas belum 

berjalan secara efektif dan efisien. 

d. Kurangnuya pengawasan dan pembinaan menyebabkan adanya 

indikator penyalahgunaan dan belum adanya keterbukaan dalam 

pengelolahan Keuangan Desa sehingga berdampak pada pelaksanaan 

fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi penampung dan 

penyalur aspirasi belum terlaksana secara efektif dan efisien. 
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3. Upaya yang telah dilakukan baik Pemerintah Desa maupun BPD Timbulon 

belum maksimal dan belum sesuai dengan duduk permasalahan yang terjadi. 

Kurangnya kesepahaman dan kesamaan konsep mengakibatkan belum 

adanya penyelesaian masalah yang tepat dan sesuai dengan tuntutan dan 

tuntunan dalam undang-undang yang berlaku.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan demikian aspek-aspek 

yang terkandung dalam nilai-nilai profesionalisme, baik aspek responsif, 

inovatif, maupun kreatif secara jelas belum terpenuhi. 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut peneliti menyarankan pada pihak-pihak 

terkait dan memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

desa yaitu :  

1. Pelaksanaan pemerintahan desa harus mengacu dan disesuaikan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama undang-

undang yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

disarankan : 

a. Untuk lebih kreatif melakukan pembinaan dan pelatihan terpadu terkait 

pelaksanaan tugas dan fungsi  Pemerintah Desa dan BPD, mulai dari 

penyusunan RPJMDes, RKP, Peraturan Desa, Pengelolaan Keuangan 

Desa, Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pembinan Masyarakat, dan 

Pemberdayaan Masayrakat. 
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b. Untuk lebih responsif terhadap permasalahan, permasalahan yang ada di 

desa. 

c. Menyediakan peraturan daerah terkait mekanisme peneyelesaian 

permasalahan dalam tugas dan fungsi antara lembaga. 

d. Lebih memaksimalkan sosialisasi peraturan daerah baik Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota; 

e. Memperketat persyaratan untuk menjadi anggota BPD dan Kepala Desa; 

f. Melakukan pengawasan secara langsung pelasanaan terhadap Alokasi 

Dana Desa (ADD). 

3. Pemerintah Desa : mempelajari lebih mendalam dan memperbanyak 

wawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa dan disarankan untuk 

lebih kreatif, inovatif, dan responsif. Selanjutnya dalam mengangkat 

aparatur desa harus dilakukan dengan menseleksinya terlebih dahulu dan 

tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

4. BPD : disarankan untuk lebih mendalami lagi dasar hukum pelaksanaan 

tugas dan fungsi BPD, sehingga ketika ada permasalahan atau indikasi 

penyalaggunaan wewenang atau keuangan Desa dapat diketahui langkah 

dan tidanakan apa yang harus dilakukan. 

5. Langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah Desa dan BPD untuk 

menyelesaikan atau mencegah permasalahan-permasalahan yang ada di 

Desa yaitu : 
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a. menjalin hubungan yang lebih harmonis antara lembaga pemerintahan 

dengan lembaga pemerintahan lain, antara lembaga pemerintahan dengan 

masyarakat Desa; 

b. mengambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah mufakat bersama 

masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa sehingga 

melahirkan peraturan bersama yang sesuai dengan harapan masyarakat; 

c. meminta saran atau pandangan dari ahli dalam bidang hukum maupun 

pemerintahan; 

6. Masyarakat : Kiranya lebih kritis dalam mengamati dan menanggapi setiap 

program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa terutama terkait 

masalah penggunaan keuangan desa dan harus lebih teliti melakukan 

pemeilihan calon Kepala Desa, dan Anggota BPD.  
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